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STUDI KASUS PENINDAKAN TERHADAP |
PELAKU TERDRISME INTERNASIONAL

. PENDAHULUAN.

l2rorisme Internasional/tevorisme sebagai perbuartan

vang berpangkal tolak dari kekerasan dan kerjasamé manu.

terhadap manusia, semakin lama cenderung mengancam kedamai a.

minat manusia

Jarallg

seperki

di jumpal

di dunia ini. Di dalam tindakan teror tidd:

adanya pembunuhan/pembantaian

manu: .

peledakan kedutaan besar Amerika Serikat di  Beio.

tahun 1983 yvang menewaskan 57 orang dan melukai'l?O orany,

serta pembunuhan 2 orang diplomat Turki di

tanggal 17 Desember 1980 dan sebagainvya.

Austrélia pad.

Melihat pada kejadian~kejadian dari praktek;yang ada,

maka Jjelas bahwa péngkal*tolak terorisme adalah

manusia

ikekerasan

: |
terhadap manusia. Tindakan teror ini dapalt disehui

Gubapal tindakan kejahatan manusia terhadap manusia, seho. .

pa secara obyektitf pelaku teror ini sebenarnya dapat dikelr

sanksi. Yang

ety Dertabigpuliy

ahas  ter jadinva

individa,

i

P ks ad

pelakn di sini dapat berart

tindakan teror tersebut, bai

i osiao o

jawalb atau dapat dipertanggung  Jauiii.

k  bersi

kelompok bahkan negara. Tercorisme dalam lingik -

N . . . ] . - I
rteinasional memilikil kaitan yvang luas sekalil, karena suo

Vol lviia kan

dangkala

[

dapat

Sesual

nya apabila

pencegaban.

setiap

o) ‘;'-11'1_2'_

dengan

Adapun

dilakukan oleh seseorang in
meiibatkan beberapa negava.

kenyataan di atas, maka suda
negara mengadakan tindakan v

tindakan pencegahan ini da

dividu

W onelas,
dng B vy

pat  bero

tindakan preventif vaitu-tindakan yvang diambil untuk meunc.

gah terjad}nya tindakan teror maupun tindakan rep

Lindakan

yang

diambil

setelah perbuatan teror itu

qesif yaltu

ter jadi .




tI. PERMASALAHAN.

ferdasarkan uvaian pada bagian pendahuluaﬁ di wmula
malba  permasalaban vang akan dikemukakan di o sini seba s
berikdt': : -
. Dapat berupa tindakan apakah yang dilakukan negéra terha .

dap para pelaku perbuatan teror tersebut 7

[

Apa vang dapat dijadikan dasar hukum bagi tindakan vang
dilakukan oleh negara tersebut ? - g
Fii. PEMBAHASAN,

3.4, Landasan Teori.

Untuk mengkaiji permasalah yvang lebih mendalam, bew
kue akan dikeansskn beberapa tindakan yvang dapat dikatayon
Fan sepagal Lindakon teror menurut Convention for Represic
¢t International Terorism tahun 1937 sebagal berik@t A
. %erangan terhadap kehidupan kepala negara dan pejabat e

IR Y B |

.o sebiap Cindakan sabotase vang ditunjukan kepada kepol
negara atau kepentingan umum;

<. Setiap tindakan yang membahayakan kehidupan manugia;

d. Setiap tindakan persiapan, menghimpun dan men?irimkn;
orang-orang hersenjata dan peralatan lain untuk kegiatao
teror; i

e. Setiap tindakan yvang mendorong terlaksananya terbr atau
setiap béntuan untuk terlaksananya teror.

Berdasarkan kepada kriteria di atas, makﬁ SeCiHl o
vuridis dapat dinvatakan bahwa pada dasarnya pelaku tero:
Gapat digolongkan ke dalam tiga jenis, ialah :

A Fembuat material, yaitu orang yvang secara langsung !
kukan tindgkan teror;. _

. Penganiur (vang menganjurkan agar dilakukan perbuétan Lore

o)y

i. academic of Science of The USSR Institute of State and Law,
International lLaw, Moscow, 1960 h.i17t ’




. Pewmbanity (vang membantu sebelum tindakan teror dilakukan
atau getelal tindakan teror tersebut dilakukan)..
Selanjutnya bherdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalas
Konvensi 1937 tersebut, maka dapat diketahui puia bahwa
perbuatan teror selalu ada unsur kekerasan manusia %terhadap
manwsia. Sejalan dengan itu, Albert Parry menyatakaﬁ "Teror
adalah perbuatan yang dilandasi kekejaman manusia .terhadap
ieaia .t Sesual dengan hal ini, maka menurut SurYoESumarwo~
Lo, paligkal tolak terorisme adalah kekerasan vyang dapat
berujud tindak kekerasan kriminal tetapi Jjuga dapatl berwjuwi
kizkevasan politik,z . g
vanvention tfor The Repression of Internationbl Ter -
rovism vyvang ditanda tangani di Geneva 1937 oleh Liga Bang:-
Bangsa tersebut juga meletakkan suatu kewajiban bagi negara
negara sebagai berikut :3‘_,
a. Tiap negara waijib mehéegah ter jadinya tindakan teior di
vwilayahnya; : ' i
L. Tiap negara wajib bekerjasama dalam menanggulangiﬁ teror
politik, |
pramun di dalam kenyataannya, konvensi ini tidak dapaﬁ beri..
ku secara efektif. Ketentuan lain yang dapat dikaitke .
dengan tindakan reror adalah Pasal 6 Piagam Pembukaaﬁ Mall
mate Militer Inluraasional tangpal 8 Agustus 1945 vang  wer o
puskan sebagai berikutr :f
Vindividn dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum  inte)

s o apabila welakukan suatu ke lahatan vang dapat di

snryvoe Sumarwoto, lTerorisme Sebagai Obyek Studi Polewmologi, He
jalah Masalah-masalah Hukum No.l-6,tahun ke XIT 1w~
hhal . 6

J.y Starke, an Introduction to International Law, disadur oloh
Isjwara, Alumni, Bandung 1965, hal. 63. ;

f.lan Browntie, Principles of Public International Law, thirvd

edition, Clerendon Press, Oxford, 1979, hal.5c1l.
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satevarikan

4. ke jabatan terhbaaap kedamailan,

Iy, kejahatan tervhadap perikemanusiaan;
Lalabatvan perang,

petakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan di

o,
6 Piagam Pembukaan Mahkamah Militer interud

Pasal
menindak! pelaku

ini merupakan suatu langkah untuk
teror. Demikian pula ketentuan vang terdapat dalam

Cepvention yvang werumuskan bahwa :"Individu dapat dipertang

jawabkan secara hukum internasional apabila. ﬁelakukan
i

perbuatan sebagal berikut :5 Do

a. Pembunuhan terhadap anggota-anggota suatu kelompbk3
b. Kejahatan terhadap manusia baik secara phisik maupun men-

zional
! .
Genocidae

Uiy

tal anggota suatu kelompok; Fo

Tindakan vang bermaksud mencegah berkembangnyé #uatu ke-

vompok . ;

Adapun yang dimaksud dengan Genocide menurut Koﬂvensi

adalah :"Setiap tindakan yvang dapat dikategorfkén sebag.ai

ceaghancuran seluruh atau sebagian bangsa, kelo&pok etnisa
o6 5

P

maupun kelowmpok agama.
Selanjutnya konvensi ini juga menunjuk apab&ha indivia
terbukti melakukan Genopidé;'maka ia dapat ditundut di depan
Pengadilan Nasional maupun Internasional. , ;

Menun juk pada Pasal 6 Piagam Pembukaan Méhkamah Milg-
ter TInternasional dan Genocide Convention térﬁebut. ma ko
nampak bahwa individi itu dapat dipertangg#ng “jawabkan
secara hukum  internasional terlepas

barbuat/bertindak secara pribadi atau sebagal pe¢jabat 6o

[

aaemic of Science of The USSR Institure of SLaté and Law,
o, hal.i7o. oo

Phid,

apakah individu it.



selanjutnya di dalam Konvensi New York 1973 tentanggP&ncega~
han dan  Penghukuman ke jahatan-ke jahatan yang di%ujukan
l#rnadap  Orang-orang Yang Dilindungi Secara Internésional
lermasuk Wakll diplomatik, pada Pasal 2 dinvatakan éebagai
tevikut R |
vy Vhe international commission of - %

a. murder, kindspping or other attack upon the PECSGN G
iiberty or an international protected persons;

Looa wviolent attack upon Lhe official premisses private
dphommuddliwu “toLthe mean of Lransport of an interiw
Lionaltly protected person likely to endenger hlp per

BON llbbLLV,
¢. a threat to commit any such attack;
an attempt to commit any such attdck
i act constituting participation as an accompl1ce in
Ay such attack shall be made by each state party o
crrmes its lonternal law; o
¢, Fach State Party shall make these crimes punisable by
appropriate pinalties which take into account grave nu
Lure;
23 Parvagraph 1| and 2 of this article in noway dergote from
the obligations of State Parties under internationkl law
to take all appropriate measure to freedonm dignity o1
internationally protected person.

Berdasarkan pada Konvensi New York 1973 sebagﬁimana
tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok-pokoknva :sébagai

berikut

4. Tindakan teror internasional itu bermotifkan poliﬁik, 56 -

&b sasarvan kekerasannya ditujukan pada para pejabat;

gar hukum vaitu kekerasan ataupun pembunuhan;
¢. Adanya kewajiban bagl negara-negara untuk melindunpi
selamatan secara pribadi dari orang-orang yang secara in

cernasional wmendapatkan perlindungan yang berada di wils

vahnya;

4. Adanva kewajiban'bagi negara untuk mencegah ataup@n‘meng

hukum para pelaku teror tersebut.
tesuwal dengan
Hulati 'pertanggng Jawaban negara.
ranggung jawab  atas perbuatan teror

sendiri atau warpd negara asing vang Berad

Jarpa Nagaranya

vt wilayabh newat anva rerhadap orang-orang yang mendapat k

Lo tara o mencapai tujuannva tersebut dilakukan dangan'melang~

ke~

uraian di atas, maka hal ini akan menimbulkan
Dalam hal ini negara: ber-
yvang dilakukan! oleh

Bl

il



g b twdungan halkum secava internasional. Adapun vang ‘dimaku
S dengan orang corang yvang mendapatkan perlindungan  hukum
secara internasional menurut konvensi tersebut adaiathépalu
uegara, pe jabat-pe jabat. pémefintah, pejabat orgénﬁsasi
internasional dan para wakfl dfplomatik. |
.7, Praktek Nepara Dalam Menindak Pelaku Terorisme lhterna-

sional. L |
oo Pengadilan militer Rangaoh‘(Burma) péda tanggal 3 ;Dhsem—
per 1983 telah membacakan putusan hukuman mati terhadap
teroris internasional yang bernama Kapten Min Chul, Navor

Zin Mo, di mana terpidana tersebut sebagal warga negara

3 . |
Forea Ubara  pada fanggal 9 Seprewmber 1983 di Rangoon

telabh meledakan  Bom  dan menewaskan 17 pejabat  Korea

Selatan. '

Penpgadilan Negeri Inggris telah menjatuhkan hukuman pida-

e penjara selama 45 tahun, terhadap Nazer Hendawil | seo-

P

Calle, Wialga aesara Yordania, di mana  pada  tanggall il

Oktober 1985 Nazer Hendawi telah mencoba meledakan Tpesa-

Wil terbang sipil Boeing 747 milik Israel di laﬂangan
terbang  hBatlly London, yang menurut rencananya p@sawar

ini akan menuiuke Tel Aviv - Israel. Namun rencana pele-

dakan ini gagal dan Nazer Hendawl tertangkap. L

Di sawmping dijatuhkannya ©pidana bagil terdakw&_fNazer
Hendaw! dengan pidana penjéra selama 45 tahun, Pemerintah

Inggris telah memutuskan juga hubungan diplomatik nva

dengan Pemerintah Suriah. Hal ini didasarkan atas buktli

bahwa pemerintah Suriah telah membantu pelaksanaaﬁ ipele-

dikan pesawal tersebut. Keterlibatan pemerintah  Suariah

ini menurut pemerintah Ingegris dikarenakan ada salah satu

agen  Diplomatik rnalam Kantor Kedutaan Suriah di London

vangr telalh mencoba membantu Nazer Hendawl untuk melarika

diri keluar dari Inggris, dan agen Diplomatik ini menol.a.

ilsjalah Tempo Nomor a2 Tahun ke 13, tanggal 17 Desember 198:,
[T A




untuk diinterogasi oleh pemerintah Inggris.®
Pemerintah Jerman Barat menurut rencananya akanf mengel-
stradiksikan seorang teroris internasional wafgé hegara
Libya kepada pemerintah Amerika Serikat, di maha%terdakwa
dituduh membunuh seorang anggota marinir Amerika:B@ Serikat
daddam Fasus petedakan pesawat TWA di negara Turkﬁ.g
Memperhatikan pada contoh-contoh di muka, maka pads
kasus {a) dan (b) di mana para pelaku teror terseb@t telah
4t tatubhi  pemidanaan oleh pengadilan Mii{ter Rangoon dan
congadilan Hegeri  Ingpris. Di sini dapat dikatakan batn:
‘pemidanaannya adalah menggunakan hukum nasional darii negay o
tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tempaté ter ja-
dinya tindak pidana (locus delicti) ada dalam wilayah teri-
torial dari negara tersebut, sehingga hal ini sesuéi% dengan
apa yang dikemukakan oleh J.L Brierly bahwa :"pada' pokoknya
diperoleh kata sepakat‘bahwéanegara memiliki wewanang untuk
mengadili tiap-viap tindak pidana yang dilakukan didilayah~
1Y tanpa memandang kebangsaan dari orang Vaial,
melakukannya.iu
Selanijutnya daltanw mwembahas kasus (b)Y yvaitu mengenal ket ey b
Lalan  negata  suriab dalam kasus Nazar Hendawi, di Wi, o
Sursah  dituduh oleh Inggris telah membantu pelaksanaan
tindakan teror. Berdasarkan pada hal tersebut maka kedudukun

aatalh dalam kasus inil adalah sebagai pembantu pelaksanaan

*

Ve i Sewencas o weburut “Convention for The Repression

Inrernational Terorism” dapat dikategorikan menjadi ..

vaitu @ Pembuat material (dalam hal ~ ini Nazer Hendawi:,

penpgan jur dan pembantu pelaksanaan terory (Suriah). Selanjul -
X

“ . Hacian Suara Merdeka, tanggal 30 Januari 1987, halaman i.%
J.Harian Suara Merdeka, tanggal 30 Januari 1987, hal. TI.

ol bsidierly, Hukum Hanegsa Bangsa, ter jemahan M.Radjab,Bharat ..
b, Lvud, hhal sl ’
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At oat Btarke dalawo hal mengetahui ada atau tidaknya tang-

perikue

A

T T e

saanai dengah kenyataan tersebut, maka Pemerintah Suriah

fue dipertangpgung jawabkan menurut  hukum  internasional.

g pattali Legara wmaka harus diadakan penelitian  sehapan

11

Harwus ditetapkan, apakah orang yvang melakukan atau tidak

melakukan perbuatan iftu mempunyai kewenangan yangi hiberi

kan negara, .

h. aApabila pelaku perbuatan itu memang mempunyai/diberi ke-—
wenangan, harus diselidiki apakah tanggung jawab atas

" perbuatan tersebut dapat dipindahkan kepada negara,? agar
negara dapat dipertanggung Jjawabkan menurut hukum intern

nasional; -
arus dibuktikan bahwa tindakan tersebut melibatkénisuatu
Atphard . ‘
Berdasarkan kriteria di atas, maka unsur ke tiga (c)‘:inilah
nampaknya dapat dipenuhi dan dapat dibuktikan -bérkenaan
ioncdn rindakan  tervor vang dilakukan oleh Nazir Handawjj
yaif Lernyata memang melibatkan Suriah. Dengan demikian malk.
suriah dapat dikategorikan sebagal negara yang daﬁat bei
tanggung jawab menurut hukum internasional. Adapun k@nggung
juwab Suriah dalam kasus ini merupakan pertanggung; jawaban
secara tidak langsung, mengingat pemerintah Suriah:ésecarn
Lteyas tetap membantah keterlibatannya. Di sind haﬁu@ juga
Jibuktikan apakah tindakan dari wakil diplomatik |negara
saurtah di London init telah memiliki kewenangan darij negars -
nya untul membantu pelaku teror tersebut. Sebab untuk mewnp-
ertangpunyg jawabkan secara langsung pada negara Surial
i baktm taluiaasional, waka pemerintah Lnggris  haoos
Lanih dahuwiu wesbuktikan wakil diplomatik tersebut meLakukn
pecbiatannya atas ‘perintah dari negaranva. Akan ‘tetap
Coabita dilihkat dari pemutusan hubungan diplomatik antar.

s odan Suriab tersebut, maka seakan-akan Ilnggris  telal

JoLoLrtarke, op.ocit. hal.lad.




menuduh  suriah  terlibat dalam kasus Nazer Hendawi. Jadi
langkah vyang paling tepat dan sesuai dengan Konvensi 1937
rentang Pencegahan terhadap Terorisme tersebut, maka pemer-
iuiab Suriah harus memberikan pertanggung Jjawabannya. Dalamn
wad ini Pemerintah Suriah dapat memberikan/mengeluarkan Tz
kepada pewmerintah Inggris.untuk memasukl gedung Kedutaan dan
mencarismengumpulkan bukti. Hal ini sesuai pula déngan Pasal

avat 1 Konvenszi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomati -
yang  berbunyi  gebagal berikut ("Gedung wmisi tidak dapo .
diganggu gugat (invidﬁéblé); Pejabat-pejabat dari negara
penerima tidak boleh memaSUkinya, kecuali dengan perﬁetujuan
kepala misi."” SElanjutn?a_ pemerintah Suriah dapat pula

- menanggalkan kekebalan§dari_anggota diplomatiknya} hal ini

sesual dengan Pasal 32 .ayat | Konvensi Wina 1961 yang ber-
hunyi sebagai berikut :("kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-
agen diplomatik dan orang-orang vang nenikmati kekebalan
daltam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim”.
Oi dalam kasus ini penulis  beranggapan bahwa pemerinﬁw:
Swriab dapat dipertanggung fawabkan secara tidak  langsun
mengzingat apakah adae kewenangan dari tindakan wakil diplowd
pliknya itu.
< laniuenyas di dalam kasus (¢) di mana pemerintah Jerman
il valne telan menpangkap pelaku  terorisme intérnasiuu;:
prcwWareza negara Llbya dalam kasus peledakan pesawatr TWA
nezara Turki dan telah menewaskan seorang anggota maviui
ammerika Serikat. Pemerintah Jerman terhadap peristiwa tersa
puL akan mengekstradiksikan pelaku kepada Pemerintah A.5
hordasarkan tindakan tersebut telab membuktikan bahwa tero-
risme internasional meskipun memiliki motif politik tetapl
tidak dapat dikategorikan sebagai ke jahatan politik, sebab
pelakuy  teror ini dapat diekstradiksikan. Adapun Ke Jahatan-
ke jahatan vang tidak dapat diekstradiksikan menurut J.G
rarke adalah
¢ Lo danatan palitik;

b.ooFe dahatan Mititer, misalnya disersi;




c. ¥Kejahatan agama.l

Apabila dilakukan kajian tebih mendatam @ khususny.
terhadap masalah  ekstradiksi ini, maka yang lebih tepa
untuk mengadili pelaku teror tersebut adalah negama Turki.
Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

a, Bukti-bukti lebih mudah diperoleh di mana tindakdn terot
dilakukan;
b. Setiap negara mempunyai hak yurisdiksi teritorial.
Mamun' di dalam kenyataannya, pelaku teror ini tidak
diserabkan  kepada pemerintah Turki, melainkan diserabba
Kepada pemerintah Amerika Serikat. Hal tersebut didasark.n
kepada rasio-rasio sebagal berikut E
4. Penyerahan ini didasarkan atas permintaan Amerika'Seribq
kepada Pemerintah Jerman, dengan alasan seorang atugs:
Marinir Ammerika tewas; ,

L. Antara Pemerintah Turki dan Jerman belum ada. ?efjanjiuﬂ
ekstradiksti;

¢. Pemerintah Turki memblarkan/mengljlnkan pelaku teror 1w
diserahkan kepada Amerika Serikat; » ;

d. Pemerintah Jerman mengi linkan penyerahan pelaku!teror P

kepada Amerika Serikat dengan suatu syarat bahwé A
Serikat tidak akan menljatuhkan hukuman mati.13

. Setiap nevara memniliki keinginan bahwa pelaku-pelalkn
Jabhatan Lerbadap kemanwsiaan tersebut harus diadili. 1. .
ini sesual dengan asas "Aut Punire aut dedere’™, vaitu po
Paku harus dihukum oleh negara di mana la berlihdung QAL
disnerahkan kepada negara vang dapat atau mau  menghukuw

14

iy

[

S Starke, op.ouivt. hal. 41l

A, Suara Merdeka, tanggal 30 Januari 1987, hal. I.

ba . J.G Starke, op.oit, hal.,209.
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Sy OO SRS WURS SO

Sebarainaua telah dikemukakan di muka. bahwa timd: s -
celorlsme  inhternasional, mewmiliki motivasi politik waw ..
datam kenvataannya tidak -dapat digolongkan sebagai ke jabhor .o
pmlitik akan tevapi digolongkan sebagal kejahatani ternui.:
kemanusiaan. FPermasalahan vang timbul di  sini  bagaiwaun.
seandalnya  tindakan teror vyang bermotifkan politik (i
dilakukan di Laut lepas ? Dalam kaitan dengan ﬁermasalahan
ini menarik untuk dikutip pendapat Rocky Awdndatu VE T
menyatakan sebagai berikut 15
“Dalam praktek negara sekarang inl, pengertvian bajak laut so
hagal  delik  vyure gentium mengalami perkembangan, karvein:

seala perbuatan kekerasan yang tidak sah terhadap oran:
orang atau barang di suatu kapal laut telah dapat dinyvat.
kan sebagai telah terjadi pembajakan laut apapun motifnya.
Misalnya tindakan kekerasan 1itu tanpa aninus furan
(waksud mervampok) tetapl semata-mata pembalasan dendam
demi tujuan politik antar lawan politik, vyang setel..
tindakan dilakukan (membunuh, menculik orang«ofang dalaow
kapal) tanpa mengganggu/merampok barang'dalam kapal. Kewn
dian si pembunuh/penculik meninggalkan kapal tersebin
dengan . menggunakan kapal lain yang digunakan sebelumnnya,
maka tindakan kekerasan ini telah dapat digolongkan sebarn
penbajakan laut.”
Berdasarkan pendapat di atas, apabila tindakan Ule:
vang bersifat kekerasan dan hermotifkan politik itu dilal
fal i atasn kapal omaka hatl ini dapat  digolongkan e

der il e pent i,

S RESTMPUTLLAN.
Bevdasarkan uraian tersebut di muka, maka dapat S
Cae demiwmputan sebazal berikut

L. Di dalam praktek, negara-negara akan menindak pelalka .

Lo ky Awendatu, Pengevtian Yuridis Tentang Bajak Laur, Suara
bacya hial. VIO, tanggal 30 April 1wBi.




pot perdasikan tempat di mana tindakan tersebut diiabo

Fon dan beradsarkan hukum nasionalnya;

LL.ooremubusal suetu hubungan diplomatik dengan’ negara -

terlibat dalam kegliatan terorisme internasional dimak ;.o

kan untuk mencegah/memberantas terorisme internasiona.,

v, Teroriswe internasional bukan merupakan suatu ke jahat ¢,

politik namun merupakan delik jure gentium.

A
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